
BUPATI BANGKA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

  

SALINAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA 

NOMOR  94 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 53 TAHUN 2019 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TIPE A 

KABUPATEN BANGKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA, 

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1)  
huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu 

dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja Tipe A Kabupaten Bangka; 

  b. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan atas 
Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A 
Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-

Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang   Nomor    27   Tahun   2000  tentang 
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4033); 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 6037) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 

tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); 

9. Peraturan  Bupati  Bangka  Nomor 53 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A Kabupaten 

Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 
Nomor 57); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 53 TAHUN 2019 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJASATUAN POLISI PAMONG 
PRAJA TIPE A KABUPATEN BANGKA. 
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Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Bupati  Bangka  Nomor 53 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan 
Polisi Pamong Praja Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten 

Bangka Tahun 2019 Nomor 57) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Satpol PP Tipe A terdiri dari: 

a. Kepala Satuan; 

b. Sekretariat terdiri dari : 

1. Sekretaris; 

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

4. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah membawahi: 

1. Seksi Pengawasan; 

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan 
Perlindungan Masyarakat membawahi: 

1. Seksi Operasi dan Pengendalian;  

2. SeksiPerlindungan Masyarakat; dan 

3. KelompokJabatanFungsional. 

e. Bidang Pemadam Kebakaran membawahi: 

1. Seksi Penanggulangan Kebakaran; 

2. Seksi Investigasi dan Pendataan Kebakaran; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Bidang Pengembangan Kapasitas Personil membawahi: 

1. Seksi Pendidikan Dasar dan Kesamaptaan; 

2 .  Seksi Peningkatan Disiplin Personil; dan 

3 .  Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Satpol PP Tipe A sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

Sekretaris membawahi : 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

c. Sub Bagian Keuangan;. 
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2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah membawahi: 

a. Seksi Pengawasan; 

b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

3. Pasal 19 dihapus. 

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 23 

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan 
Masyarakat membawahi : 

a. Seksi Operasidan Pengendalian; 

b. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Pasal 25 dihapus. 

6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 29 

Bidang Pemadaman kebakaran membawahi : 

a. Seksi Penanggulangan Kebakaran; 

b. Seksi Investigasi dan Pendataan Kebakaran; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Pasal 30 dihapus. 

8. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 35 

Bidang Pengembangan Kapasitas Personil membawahi : 

a. Seksi Pendidikan Dasar dan Kesamaptaan; 

b. Seksi Peningkatan Disiplin Personil; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

9. Pasal 37 dihapus. 

10. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Kedelapan 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal40 

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  

ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. 
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(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan 

dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas 
dan fungsi jabatan masing- masing. 

(3) Koordinator sebagamana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas 
koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok 
substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. 

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan 

tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan 
dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu 

kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.  

(5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan 
Pejabat yang berwenang. 

(6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala 
Satpol PP. 

Pasal II 

Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

 

Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal  30 Desember 2021 

BUPATI BANGKA, 
 

Cap/dto 
 
MULKAN   

Diundangkan di Sungailiat 
pada tanggal  30 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA, 

 
Cap/dto 

 

ANDI HUDIRMAN 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR  95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 
Cap/dto 

 

SRI ELY SAFITRI, SH 
PEMBINA  
NIP. 19741008 200501 2 007 
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LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI BANGKA 
NOMOR   94 TAHUN 2021  

TENTANG 
PERUBAHAN  ATAS PERATURAN  BUPATI BANGKA 

NOMOR  53  TAHUN  2019 TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  FUNGSI  

SERTA  TATA  KERJA  SATUAN  POLISI  PAMONG 
PRAJA TIPE A KABUPATEN BANGKA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SUSUNAN ORGANISASI 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TIPE AKABUPATEN BANGKA 
 

 

BUPATI BANGKA, 
 

Cap/dto 

 
MULKAN 

 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

 

BIDANG 
KETERTIBAN UMUM, 

KETENTRAMAN 
MASYARAKAT DAN 

PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

 

BIDANG 
PEMADAMAN 
KEBAKARAN  

 

BIDANG 
PENGEMBANGAN 

KAPASITAS PERSONIL 

SEKSI 

PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKSI 
PENANGGULANGAN 

KEBAKARAN 
 

SEKSI 
INVESTIGASI DAN 

PENDATAAN KEBAKARAN 

 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKSI 
PENDIDIKAN DASAR 
DAN KESAMAPTAAN 

SEKSI 
PENINGKATAN 

DISIPLIN PERSONIL 
 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

 

SEKSI 
PENYELIDIKAN 

DAN PENYIDIKAN 
 

SEKSI 
PENGAWASAN 

SEKSI 
OPERASI DAN 

PENGENDALIAN 

BIDANG 
PENEGAKAN 

PERUNDANG-
UNDANGAN DAERAH 

KEPALA SATUAN 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN 

DAN PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

UPT 

KELOMPOK  
JABATAN FUNGSIUONAL 


